GUBERNUR SUMATERA SELATAN

PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN

NOMOR' TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 9 TAHUN 2011
TENTANG PENGAWASAN, PENERTIBAN DAN PENGENDALIAN

Menimbang

Mengingat

. A,

PEREDARAN MINUMAN BERALKOHOL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,
bahwa dalam rangka  meningkatkan ketertiban,
kententraman dan keamanan masyarakat perlu

pengendalian dan pengawasan peredaran minuman
beralkohol;

bahwa beberapa ketentuan yang diatur dalam Peraturan
Daerah Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pengawasan,
Penertiban dan Pengendalian Peredaran Minuman
Beralkohol tidak sesuai lagi dengan kondisi saat ini

sehingga perlu diubah;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 9
Tahun 2011 tentang Pengawasan, Penertiban dan

Pengendalian Peredaran Minuman Beralkohol;

. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat [ Sumatera Selatan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor
70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
1814);



3.

5.

2.

Undang-Undang Nomor & Tahun 1981 tentang Hukum
Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 3209);

. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor
76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3613) sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 39 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 105, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4755 );

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor &2,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234);

Undang-Undang Nomor 7 tahun 2014 tentang Perdagangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

5512);

. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah
beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang
Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor
37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3528);
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9. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label
dan Iklan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1999 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3867);

10.Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang
Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 107, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4424);

11.Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013 tentang
Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor
190);

12.Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/ M-
DAG/PER/4/2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan
terhadap Pengadaan, Peredaran dan Penjualan Minuman
Beralkohol (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 1714) sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 25
Tahun 2019 tentang Perubahan Keenam Atas Peraturan
Menteri Perdagangan Nomor 20/M-DAG/PER/4/2014
tentang  Pengendalian dan  Pengawasan  terhadap
Pengadaan, Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 341);

13.Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat Dan Makanan
Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2016 tentang Standar
Keamanan Dan Mutu Minuman Beralkohol (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1027);

14.Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2011 tentang
Pengawasan, Penertiban dan Pengendalian Peredaran
Minuman Beralkohol (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera

Selatan Tahun 2011 Nomor 6 Seri E).



Menetapkan

i

MEMUTUSEAN :

PERATURAN DAERAH  TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN DAERAH NOMOR 9 TAHUN 2011 TENTANG
PENGAWASAN, PENERTIBAN DAN PENGENDALIAN
PEREDARAN MINUMAN BERALKOHOL.

Pasal [

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun

2011 tentang Pengawasan, Penertiban dan Pengendalian

Peredaran Minuman Beralkohol (Lembaran Daerah Provinsi

Sumatera Selatan Tahun 2011 Nomor 6 Seri E) diubah sebagai

berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 angka 8, angka 10, angka 15 dan angka
16 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini, vang dimaksud dengan :

1. Provinsi adalah Provinsi Sumatera Selatan.

2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi
Sumatera Selatan.

Gubernur adalah Gubernur Sumatera Selatan.

4. Dinas Perdagangan Provinsi adalah Dinas Perdagangan
Provinsi Sumatera Selatan.

5. Kepala Dinas Provinsi adalah Kepala Dinas Perdagangan
Provinsi Sumatera Selatan.

6. Bupati/Walikota adalah Bupati/Walikota se-Sumatera
Selatan.

7. Balai Pengawasan Obat dan Makanan yang selanjutnya
disingkat BPPOM adalah Balai Besar Pengawasan Obat
dan Makanan Palembang.

8. Minuman  Beralkohol adalah  Minuman  yang
mengandung Etanol dan etil alcohol (C2HS50H) yang
diproses dari bahan hasil pertanian yang mengandung
karbohidrat dengan cara fermentasi dan destilasi atau

fermentasi tanpa destilasi.
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Surat Izin Usaha Perdagangan yang selanjutnya
disingkat SIUP adalah surat izin untuk dapat

melaksanakan kegiatan usaha perdagangan.

Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol
yang selanjutnya disingkat SIUP-MB adalah surat izin

untuk dapat melaksanakan kegiatan usaha

perdagangan khusus minuman beralkohol golongan B
dan atau golongan C yang diterbitkan oleh Kementerian

Perdagangan.

Peredaran Minuman Beralkohol adalah kegiatan
menyalurkan Minuman Beralkohol yang dilakukan oleh
distributor, sub distributor, pengecer atau penjual

langsung untuk diminum di tempat.

Surat Keterangan Pengecer Minuman Beralkohol
Golongan A yang selanjutnya disebut SKP A adalah
Surat Keterangan Pengecer minuman beralkohol

golongan A.

Distributor adalah perusahaan yang ditunjuk oleh
produsen minuman beralkohol dan/atau IT-MB
(Importir ~ Terdaftar Minuman Beralkohol) untuk
mengedarkan minuman beralkohol kepada pengecer
dan penjual langsung melalui Sub Distributor di wilayah

pemasaran tertentu.

. Surat Keterangan Penjual Langsung Minuman

Beralkohol Golongan A yang selanjutnya disebut SKPL-
A adalah surat Keterangan penjual langsung minuman

beralkohol golongan A.

.Sub Distributor adalah perusahaan penyalur yang

ditunjuk oleh produsen minuman beralkohol IT-MB,
dan/atau distributor untuk mengedarkan minuman
beralkohol produk dalam negeri dan/atau produk impor

dalam partai besar di Provinsi Sumatera Selatan.
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Peredaran Minuman Beralkohol adalah kegiatan
menyalurkan minuman beralkohol yang dilakukan oleh
distributor, Sub distributor, pengecer atau penjual

langsung untuk diminum ditempat.

Penjual Langsung Minuman  Beralkohol  yang
selanjutnya  disebut  penjual langsung adalah
perusahaan vyang melakukan penjualan minuman
beralkohol kepada konsumen akhir untuk diminum
langsung di tempat yang telah ditentukan.

Pengecer Minuman Beralkohol yang selanjutnya disebut
pengecer adalah perusahaan yang menjual minuman
beralkohol kepada konsumen akhir dalam bentuk

kemasan di tempat yang telah ditentukan.

16. Toko Bebas Bea (Duty Free Shop) yang selanjutnya

17.

18.

19.

20.

disingkat TBB adalah tempat penimbunan berikat
untuk menimbun barang asal impor dan/atau barang
asal daerah pabean untuk dijual kepada orang tertentu.
Pengusaha Toko Bebas Bea yang selanjutnya disingkat
PTBB adalah perseroan terbatas yang khusus menjual
barang asal impor dan/atau barang asal Daerah Pabean
Indonesia Lainnya (DPIL) di TBB.

Daerah Pabean adalah wilayah Republik Indonesia yang
meliputi wilayah darat, perairan dan ruang udara di
atasnya serta tempat-tempat tertentu di zona ekonomi
eksklusif dan landas kontinen }ran.g di dalamnya
berlaku Undang-Undang tentang Kepabeanan.

Kawasan Pabean adalah kawasan dengan batas-batas
tertentu di pelabuhan laut, bandar udara atau tempat
lain yang ditetapkan untuk lalu lintas barang yang
sepenuhnya berada di bawah pengawasan Direktorat
Jenderal Bea dan Cukai.

Label Edar/Hologram adalah tanda pengendali dalam
bentuk stiker yang ditempel pada setiap botol atau
wadah minuman beralkohol golongan A yang akan

dijual kepada konsumen.
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21.Tanda Talam Kencana dan Tanda Talam Selaka adalah

golongan kelas restoran yang dinyatakan dengan

piagam bertanda sendok garpu warna emas.

22 Menteri adalah Menteri yang tugas dan tanggung
jawabnya di bidang perdagangan.

2. Ketentuan Pasal 3 ditambahkan 1 (satu) ayat yakni ayat (2),

sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3
(1) Jenis atau produk minuman beralkohol golongan A,

golongan B dan golongan C sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 2 yang dapat diimpor dan dijual dalam
provinsi adalah jenis atau produk minuman beralkohol

yang ditetapkan oleh Menteri.

(2) Jenis atau produk minuman beralkohol sebagaimana
dimaksud dalam ayat (1) tercantum dalam Lampiran I
dan Il yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan
dari Peraturan Daerah ini.

3. Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga Pasal 7 berbunyi
sebagai berikut :

Pasal 7

Setiap orang dilarang membawa minuman beralkohol dari
luar negeri sebagai barang bawaan, kecuali untuk
dikonsumsi sendiri paling banyak 1000 ML (seribu
mililiter) perorang dengan isi kemasan tidak kurang dari
180 ML (seratus delapan puluh mililiter).

4. Ketentuan Pasal 8 diubah sehingga Pasal 8 berbunyi

sebagai berikut :

Pasal 8

Setiap orang dilarang menjual eceran dalam kemasan
minuman beralkohol golongan A, golongan B dan
golongan C dan/atau menjual langsung untuk diminum di

tempat atau lokasi sebagai berikut:
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a. gelanggang remaja, kaki lima, terminal, stasiun, kios-
kios kecil, penginapan remaja dan perkemahan.

b. tempat vang berdekatan dengan tempat ibadah,

sekolah, rumah sakit dan pemukiman.

5. Ketentuan Pasal 10 diubah sehingga Pasal 10 berbunyi

sebagai berikut :
Pasal 10

(1) Penjual langsung hanya diizinkan menjual minuman
beralkohol golongan A, golongan B dan golongan C

untuk diminum langsung di tempat tertentu.
(2) Tempat tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
yaitu :
a. hotel, restoran, bar sesuai dengan peraturan
perundang-undangan di bidang kepariwisataan;
b. Toko Bebas Bea (TBB);

c. khusus minuman beralkohol golongan A dapat
dijual di minimarket, supermarket, hypermart

dan toko pengecer lainnya.

6. Ketentuan Pasal 12 diubah, sehingga Pasal 12 berbunyi

sebagai berikut :
Pasal 12

(1) Setiap perusahaan yang melakukan kegiatan

peredaran dan/atau penjualan minuman beralkohol

golongan B dan/atau golongan C wajib memiliki
SIUP-MB.

(2) Setiap perusahaan yang melakukan kegiatan usaha

peredaran dan/atau penjualan minuman beralkohol

golongan A wajib memiliki SKP-A atau SKPL-A.

7. Ketentuan Pasal 20 diubah, sehingga Pasal 20 berbunyi

sebagai berikut :
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Pasal 20
Setiap orang atau perusahaan yang melanggar ketentuan
sebagaimana diatur dalam Pasal 7, Pasal 8, Pasal 10, Pasal 11,
Pasal 12 dan Pasal 13 ayat (1) dan ayat (2) dikenakan sanksi
administratif berupa pencabutan sementara SIUP-MB, SKP-A
ataun SKPL-A dengan terlebih dahulu diberikan peringatan
tertulis sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggang

waktu 1 (satu) bulan.
Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya

dalam Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal?7 Hopembex2019.

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

dto.

H. HERMAN DERU

Diundangkan di Palembang
padatanggal28-11 - 2019

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI SUMATERA SELATAN,

dto.

H. NASRUN UMAR

LEMBARAN DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN 2019

NOMOR..I..
(NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN %27/ 2013,



